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RINGKASAN 

Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang 

untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis 

serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat 

dalam suatu proses hukum.1  Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang 

bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris. Menurut hukum, akta yang dibuat 

oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah 

kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya. 

Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung 

jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi 

juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir 

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan 

lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN 

yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam 

kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada 

pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan 

didukung oleh peraturan perundang-undangan. 

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan, harus 

mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pembentukan Majelis Pengawas, 

                                                             
1 Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, : Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 2007, hlm. 444.  
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termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksaannya kemudian bagaimana 

proseduralnya diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menindak lanjuti laporan 

masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan 

laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang 

terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, 

pemberhentian sementara ataupun permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya 

kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta 

dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris. 

Dari uraian tersebut diatas muncul permasalahan yang saya akan kemukakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

1. Batasan-Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga 

kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan. 

2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat 

kesaksian Notaris di Pengadilan. 

Dari permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka 

penulis menguraikan sebagai berikut, bahwa mengenai Batasan-batasan Kerahasiaan 

akta Notaris terbagi dalam bentuk awal akta dan akhir akta yang menjadi bagian dari 

Notaris, sedangkan untuk isi akta menjadi Rahasia dari Kewajiban Notaris. Maka 

didalam Persidangan Notaris hanya boleh memberikan keterangan awal akta dan 
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akhir akta yang dibuatnya saja, selama tidak ditentukan lain oleh Peraturan 

Perundang-undangan. Hal ini juga tertuang dalam aturan yang menyertai dan 

mengaturnya yaitu: 

a. Pasal 1909 ayat 3 KUH Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 HIR perkara 

perdata 

b. Pasal 50 KUH Pidana 

Tanggung gugat Notaris akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan jika terjadi 

perkara pidana harus dibuktikan berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Apabila 

akta tersebut menimbulkan perkara bagi para pihak yang berkepentingan, maka 

gugurnya kewajiban ingkar dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata 

berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

dan notaris dapat dituntut untuk dipidana yang diatur dalam Pasal 322 KUHP hal 

tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal 

pembatalan akta notaris oleh pengadilan tidak merugikan para pihak yang 

berkepentingan maka notaris tidak dapat dituntut, walaupun kehilangan nama baik. 

Sedangkan Notaris yang membuka kerahasiaan akta karena perintah Undang-undang 

lain yang menggugurkan kewajiban ingkar Notaris tidak dapat dimintakan 

pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Seorang notaris baru dapat 

dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta otentik yang dibuatnya 

dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formil. 
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Abstrak 

 

Kewajiban Notaris dalam merahasiakan akta merupakan kewajiban ingkar bagi 

Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) 

huruf f yang menjelaskan bahwa Notaris wajib Merahasiakan isi akta dan segala 

keterangan yang diperoleh dalam proses pembuatan akta kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-undang. Menimbulkan 2 (dua) pertanyaan mendasar berkaitan dengan 

Batas – batas Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga 

kerahasiaan aktanya dalam Proses Peradilan dan Tanggung gugat Notaris atas 

kerugian yang diderita oleh para pihak akibat Kesaksian Notaris di Pengadilan. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Perundang – undangan, 

Notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya 

selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini 

terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaries dapat 

mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang mana dibolehkan oleh undang-

undang untuk membeberkan semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan 

tertentu. Notaris sebagai Warga Negara Indonesia berkewajiban memberikan 

keterangan dalam proses hukum dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. 

Hal tersebut diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 

Jabatan Notaris. 

 

Kata kunci : notaris; kewajiban ingkar; hak ingkar; kepercayaan; Rahasia Jabatan 
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Abstract 

 

The obligation of notary in order to keep the deeds confidential is denial obligation 

for notary regulated in Notary Position Law article 16 section (1) F, explaining 

Notary should keep the deed content confidential and every information that obtained 

in process of making a deed except it listed on the Law. Caused to two basic 

questions that related to notary boundaries on giving information in order to keep the 

deed confidential on trial process and notary liability for loss suffered by the parties 

due to notary statements in court. 

Research result that notary have their rights to keep every information from client 

confidential based on Law and regulations, even some are not listed in the deed. 

According to notary right of denial, where they can deny their position as a witness, 

who can reveal all the secrets in some situations. Notary as Indonesian Citizen must 

give information  on law process with Notary Honorary Council agreement, it 

regulated on article 66 section (1) Notary Position Law. 

 

Keywords : notary, denial obligation, right of denial, trust, confidential position. 
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